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LEMBARAN DAERAH KABUPATR ¥DATRAH TINGKAT IT PIMALANG

NOMOR : 6 TAHUN 1991 SERI D NO. 6
PERATURAN DAFRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 1 TAHUN 1992

TENTARG

*. "PENCTAPAN ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

 DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN
1992/1993

~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT KEPALA DATRAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa
' ten Daerah Tingkat II Pemalang Talun Anggaran 1992/ .
1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai

dengan Pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 -

Tahun 1974,

Mengingat 3 l. Undang — undang Nomor 5 Tabun 1974 tentang Pokok

pokok Pemerintahan di Daerah;

B

rintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan -

181 [ EX XY XY

2, Undang « tmdang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem~ -
bentukan Daerah — daerah Kabupaten dalam lingku~-
ngan Propinsi Jawa Tengah Juncto Peraturan Peme—

berlakunya eees (2
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berlakunya Undang -~ undang Nomor 13 anun 19503

Undmg = undang Nomor 12 Tahun 1985 ft,errtang Pajak Bumi dan Bangunang
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ientang Pengurusan, Pertang-
gung jawaban dan Pehgawasan Keuangan Daerah; |

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunah Ang—
garan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan finggaran Pendapatan dan Belanja Da
erah; - =
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penyedia.an-r
dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi; =
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Comtoh C;:—:._
ra Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan -
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pend
patan dan Belan.ja Daerah; -
Peraturan lienteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksana
an Tuntutan Ganti Rugl Keuangan dan liateriil Daerah; '
Peraturan Yenteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; o

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun '1979 ;hen‘cang Pelaksanaan
Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah; | ’
Peraturan lenteri Dalam Neger:. Nomer 4 Tahun 1986 tentang Pengumsa.n
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunam

Keputusan: Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2] -
April 1980 tentang Mamal Administrasi “euangan Daerah; :
Keputusan. Menterl Dalam Negeri Nomor 570-560 tanggal 28 Oktober 1981

tentang Program Pembinaan Anggaran uaera.h dan Pengendallan Kridit ~=-

Anggaran;

146 Keputusan eeeescoes ( 3 )0
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14. Lenu‘cusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tann

e gal 24 Desember 1981 ten’cang Lanual Adm:.m.stras:. Perdapatan
Daerah; ’

“15. Kepatusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 'I‘a.hun 1984 tentang -

Langkah Pertamg-Bens:.dcrom.sas:.an Anggaran Pendapatan dan Be
‘ lanja Daerah dengan Anggaran ?éﬁdapatan dan Belanja Negara;
16+ Keputusan Menteri Dalam Wegeri Nomor 303-1316 tanggal 18 Sep
tember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubah
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusa.n Menteri Dalam Negeri Nomor 903-~1319 tanggal 19 Seg
tember 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Ne
‘geri Nomor ’9043-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan -

- dan Beylanja.‘Daerah; :

18. Koputusan Wenteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 198 tanggal -
‘31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengeldlaan Péndapatan Dae
rah Has:.l Pa,]ak Bumi dan Bangunanj”

19; Keputusan Menter:. Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret
1986 tenta.ng Penyempurnaan Bertuk dan Susunan Tata Usaha Ke=
uangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be =
lanja Daerah; - _

20; Keputusan Menteri Balam Negeri Nomor 903-379 tanggal 31 April

- 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Angga’
ran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehms Tata

" Usaha Keuangan Daerah; '

21; Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 903—057 tanggal 19 Janu

“—~ ari 1988 tentang Penyempurnaan Bemtuk dan Susunan Lnggaran =

Pendapatan Daerah. : :
Memperhatikan ,,,.... ( 4 )+
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Surat Montori Dalap Negari Nomor 903/517/PUOD
tanggal 12 Pobruar;. 1992 porihal Pcdoman Po -
nyusunan adnggaran Pendapatan dan Bolauaa Dac-
rah Tohun Anggaran 1992/1993.

Keputusan Dowan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabu
paten Dacrah Tingkat IT Pomalang Nomor 172e1/
03/DPRD/1991 tanggal 21 Pobruari 1991 tontang
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Poraturan Tata Tertib Dewan Porwakilan Rakyat -

Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pomalange

Pembicaraan dalam rapat - rapat Panitia Angga
ran Dowan Porwakilan Rakyat Daorah Kabupaton
Dacrah Pingkat II Pomalang tanggal 26 dan 27
Maret 1992;

Pombioaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwa
kilan Rakyat Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat
IT Pemalang tanggal 31 Marot 1992.

Dongan persetujuan Dowan Porwakilan Rakyat Dac -
rah Kabupaton Daocrah Tingkat II Pomalange ‘

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAER4H TENTANG ANGGARAN PENDLPATAN DAN
BELANJA DLER(H KLBUPLTEN DAERGH TINGKAT IT PEMi-
L4NG T4HUN ANGGARLN 1992 / 1993.

Pasal 1

 Jumlah anggaran Pondapatan dan Bolanja Daorsh Ta

hun inggaran 1992/1993 scbosar Rpe20e214e507s000,=

e PENDGPLTAN weese ( 5 )
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b. BELANJA
-Ruti'n  Rp. 9.479.774.000,00 .
- Pembangunan Rp. 10:734.733.000,00 -

Rp. 20,21k, 507.000,00

Pasal 2
Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :
a. PENDAPATAN. . _ R
- Pe"ndapatan '...0’0;.’4..‘.....'0..”! D..‘..O’O:O BPO 1_.__@__2?-07_%-(300100

b. BELANJA . N
-Rutin Rp. 1.225.072.000,00
- Pembangunan -

Rp. 1.225.072.000,00

et e R A~ ]
‘Pasal = 3 -

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lao-
piran A,
(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 dan Pasal
. 2 dimuat dalam Lampiran A I, A II /R dan A II / P.
7 (3) Contch rincian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat-
(2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dag

rah ini,
nd Pasal L!' esssesssseveee ( 6 )
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Pasal L B
Pasal pasal yang akan‘dllakukan Penggeseran sesuai Peraturan
Perundang undangan yang berlaku, adalah sebagaimana daftar -

i terlampir.

" Pasal 5
Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari-
‘pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 31 Maret 1992.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II -

KABUPATEN DAZRAH TINGKAT IT ,
PEMALANG PEMALANG
- KETUA Cap
Cap‘. .
PRANIPTO. ... Drs. SOEWARTONO.j»

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II Pema
lang Ncmor 6 Tanggal 2 Juni 1992 Seri D No. 6 .

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Pemalang
Caps " ta.

Drs MOELJONO

Pembina Tk I

NIP.500'029 622, .
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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMO 905/569/1992

"TENTANG

' PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
~ TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPAL:A DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca

Menimbéng :

Mengingat :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tang
gal 14 April 1992 Nomor 903/1313%/Ku perihal Permo -

. honan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun -

‘Anggaran 1992:-/ 1993. ‘ h

bahwa Anégéfan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/
1993 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu

mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tine

kat I Jawa Tengah sesual dengan Peraturan Perundang

undangan yang berlaku.

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
_ pokok Pemerintahan di Daerah;

2e Undang-undang esescssnss ( 2 )o ’
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2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pro
pinsi Jawa Tengah; )

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan~-
Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyu-
Sunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Ta
ta Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Angga -
ran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5+ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pe-
nyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 1 Tahun 1992 tentang -
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Per ~—

o wakllan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1992 tentang -
Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan -
Rakyat Daerah; - .

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tentang Manu
al- Admlnxstra81 Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menterl Dalam Neger1 Nomer 570-360 tentang Pro -
gram Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Ang-
garan; - ‘ -

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 ‘tentang-
Lengkah Pertama Pen31nkronlsaslan Anggaran Pendapatan dan -
Belanja Daerah dengan aAnggaran Penda :tan dan Belanga Nega—
ra;

ll. Kepﬁtusan o;.noocoooo‘ooc ( 3 )o
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Pe -
nyempurnaan - Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubshan -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-'

Keputusan Menteri Dalam Negerl Nemor 903—1319 tentang Pe -
nyempurnaan - penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belarija Daerah; ' B

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tentang Penyem
purnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha ‘Keuangan Daerdh ser-
ta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tentang Penggu
naan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Ahggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan -
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nommar 903-056 tentang Peru-
bahan‘Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos - 7
2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tentang Pe =
nyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Keputusan Momteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tentang Pe =

‘nyempurnaan Keputuban Menteri Dalam Negeri Nemor 923-1316

Pahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Peru -
bzhan AnggaranAPendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rak=-
yat Daerah,

Memperhatikan eeeecesscesss { 4 ).
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Memperhatikan : 1. Surat Mehteri Dalam Negeri tanggal 12 Pébruari
' 1992 Nomor 903%/517/PUOD tentang Pedoman Pen&u—
sunan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah -
Tahun Anggaran 1992/1993; ,
2. Surat Menterl Dalam Negeri tanggal 10 Pebruarl
- 1992 Nomor 5Q/44L/SJ perihal Petunjuk Pelak-
sanaan Program Pembangunan Daerah. Tahun Angga—
ran 1992/1993,
3. Surat Gubernwr Kepala Daerah Tingkak I Jawa ;-
' Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor 903/8921 - _
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan,
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
b, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -

LT

Pemalang tanggal 31 Maret 1992 Nomor 1 Tahun - —
1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat IT Pe-
malang Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : R .
'Pertéma : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupasen Daerah v;
Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1992 Nomor 1
- Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
__.dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pg
malang Tahun Anggaran 1992 / 1993 ceeeennces

yang sSemila ceessossnees ( 5 )'o
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yang semula berjumlah sebesar Rp. 20.214. 507.000,00 dirgbah dan
disesuaikan menjadi sebesar Rp. 18.989.435,000,00.

1. PENDAPATAN
- Pendapa‘ban .......-.’.........'.;.-Rp.18.989.435.000,00

... 2. BELANJA
- . «Rutin Rp. 8.254.702.000,00
- Pembangunan  Rp.10.734.733,000,00
Jumlah - - Bp.18.989.435.000,00

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

-~ 1. PENDAPATAN
.- Pendapatan oo-o-o-'l-.ooooooaooo' RP. 10225.0720(m’00
. 2. BELANJA ' | o
- R u t i. n Rp.1.225.072.000,m
- Pembangunan Rp. -

Jumlah Rp. 1.225.072.000,00
Selisih Rpe NIHIL

sy ame wmer
——u

Kedua ‘A‘-on.ooo-occooda ( 6 )., '
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Penerimaan Puskesmas yang‘tercantum dalam Peperimaan Dinas Ke
sehatan yang tercantum dalam ayat l.2.4.145 supaya dipdndah -
kan dan ayat 1.2,2.098 Puskesmas. ’ _
Selanjutnya Penerimaan Retribusi Huiler‘yang semula terééntum
dalam ayat 1.2.2.098 supsaya dipindahkan dalam ayat 1.2.2.318,
Penerimaan ayat 1.2.2.105 Retribusi Kartu Ternak den ayat -
1,2.28110. Penerimzan pemeriksaan Ternak supayé dipindahkan -
dalam ayat l.2.4.146 Dinas Peternakan,

Dalam Anggaran Pehdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang Tahun 1992/1993 supaya dianggarkan peneri

maan ayat 1.3.2.223  Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh ( SRC )
sobesar Rpe 108 «319.000,00 scdang penggunaan belanjanya supa
ya berpoedoman pada Keputusa.n Gubonnur Kepala Dacrah Tingkat T
Jawa Tengah tanggal 14 Horet 1992 nomor 525.2/26/1992.

Pencrimaan Pajak Kondaraan 3Sermotor dan Bea Balik Noma Kendo-
raan Bermotor yang dianggarkan dolam ayat le3+1.192 Poncrimaan
Bagi Hasil Pajok dari Tingkat I untuk Kebupatcn Dacrah Tingkat

II Pomalang scbesar Rpe 464.8344000,00 penggunaan bolanjanya-

supgya disosuaiknn dengan Surat Gubernur Kepala Dacrah Ting -

¥at I Jawa Tengoh tanggal 6 Mei 1992 Nomor 97_5/12978 jo Kopu-

tusan Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa Tongab tanggal 24
Januari 1992 nomor 970/25/1992 tcntang Polaksanaan Fenggunaan
Ddna Bantuan scbosar 20, dari Fajak Kendaroan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kondaraan Bermotor untuk Dacrah Tlngkot 11 'l"zhun -

Anggaran 1992/1993.

{
llengenai  penerimaan ayat lede2e 22O Bantuoan dari Tingkat I -
( 2Pe0ed. ) yong torcantum acbesar Rpe 1694000.000,00 dananya
supaya discsuaikan menjadi scbesar Rpe 174. 000.0004,00 sclanjul
ayo scsual dengan Surat Gubornur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor 903/8921 agar dipindahkan-
kedalam ayat lede24228. sedang pencrimaan Ponghijauan yang -
somula dolom gyat le4.2.220 supaya dipindahkon dalam ayat -

le4e2.226.

Dengan adalyd esecese ( 8 )0
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Penerimaan Puskesmas yangitercantum dalam Penerimaan Dinas Xe
sehatan yang tercantum dalam ayat 1.2.4.145 supaya dipidndah -
kan dan ayat 1.2.2.098 Puskesmas. ’ :
Selanjutnya Penerimazan Retribusi Huiler~yang semula terééntum
dalam ayat 1.2.2,098 supaya dipindahkan dalam ayat 1.2.2.338,
Penerimaan ayat 1.2.2.105 Retribusi Kartu Ternak den ayat -
1,2.28110. Penerimaan pemeriksaan Ternak supayé dipindahkan -
dalam ayat 1.2.4.146 Dinas Peternakan.

Dalam Anggaran Peﬁdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang Tahun 1992/1993 supaya dianggarkan peneri

maan ayat 1.3.2.223 % Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh ( SRC )
socbosar Rpe 108 «319.000,00 sedang penggunaan belanjanya supa

ya berpedoman pada KOputus'm Gubonnur Kepala Dacrah Tingkat T
Jawa Tongah tanggal 14 Haret 1992 nomor 525.2/26/1992.

Penorimaan Pajok Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendo-
raan Bermotor yang dianggarkan dalam ayat le3414192 Penerimaan
Bagi Hasil Pajak dari Tingka.‘t I untuk Kabupaton Dacrah Tingkat

II Pemalang scbesar Rpe 464.8344000,00 penggunaan bolanjanyo—

supaya disosuaikon dengan Surat Gubernur Kepala Dacrah Ting -

kat I Jawa Tengah tanggal 6 Mei 1992 Nomor 973/12978 jo Kepu-

tusan Gubornur Kepala Daerabh Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24
Januari 1992 nomor 970/25/1992 tentang Polaksansan Fenggunaan -
Ddna Bantuan scbosar 20:. dari Fajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraon Bcrmo’cor untuk Daecrah Tlngkat 11 T'a.hu.n -
Anggaran 1992/1993. (

lengenai ponerimaan ayat 1.4.2.229. Bantuan dari Tingkat I =
( 2Pe0sd. ) yang torcantum scbosar Rp. 160.000.000,00 dananya
supaya discsuaikan monjadi scbesar Rpe 174.000.000400 solanjut
Jya gcsual dengan Surat Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa
cengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor 903/8921 agar dipindahkane
kodalam ‘ayat 1e4e20228. sodang pencrimacn Ponghijauan yang -
somula dolom ayat le4.2.220 sup,,yo dipindahkan dalom ayat -
lede2. 226.

Dengan adanlyo eeecsse ( 8 )0
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Dengan adanya tambahan tersebut penganggarannya dalam belan
ja Pembangunan supaya disesuaikan dengan menambah Pasal pro
yek Bantuan Pondok Pesantren Syafiliyah Kecamatan Randudoqg

kal Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 5. 000,000,00.

Penerlmaan ayat l.2.2.091, Rumah Sakit dan 3ala1 Pengobatan
sebesar Rp. 625.000.000,00 dalam lampiran Keputusan Bupati-

Kepala Daerah agar dirinci sesuai dengan rencana pendapatqg

nya dan dianggarkan pula untuk penerimsan Perum Husada Bhak -

ti dari paket rawat nglnap antara lain dar1 komponen jasa =

Rumah Sakit bahan dan lat Kesehatan Habis Fakal Jasa Medik

dan administrasi.

Demikian pula belanja dalam Pos 2.5.2 Rumsh Sakit Umum seba

gai imbangan dianggarkan Pasal berakhiran 1021 dan 1084 ée-

suai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Te

ngah tanggal 12 Maret 1992 Nomor 903%/8921.

Sesuai denghn Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkét I Jawa -

Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor 903/8921 supaya dianggar

kan penerimaan untuk : i :

- Ayat 1,4,1.217. Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari penyi-
sihan bagian Penerimaan PBB Daerah Tingkat I sebesar.....
Rp. 13.643.000,00. | '

- Ayat 1.4.1.218 Bantuan kepada DesaXKelurahan dari penyi =
81han bagian penerimaan Pajak dan Retrlbu81 Daerah Tlng -
kat I sebesar Rp.86.507. 000,00.

ibelanautnya dalam belanjanya dianggarkan dalam Pos 1l.13.1.

ganjaran-Subsidi dan sumbangan masing - masing dalam Pasal
2.15.1.1123 dan Pasal 1.13.1.1124,

Ketiga : BELANJA RUTIN seeeeesaes ( 9 ).
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Pos 2e2ele DPRD dalam lampiran Kcputusan Bupati -
Kaopala Dacrah agar dilengkapl dongan dasar Hu~
kum pengaturan Poraturan Dacrah dan Peraturan -
Mentori Dahom Nogori pada kolom keterangane

Fembebanan Posal 2263010316 Bigya kegiatan po-
nyelenggaraan Pomerintahan Desa/Kolurahan sobo-
sar Rpe81.0004000,00 supaya dipindahkan dalam -
Pasal 2013.1}11250

Pasal 2e2e3.1093s Biayn Kvordinasi tugas - tugas
Pemerintahan gchesar Rps 50.000.000,00 antars =
lain kogitannya untuk pembarian bantuan kepadoe
Muspida jumloh dananya agor dipindahkan dalam -
Pos 24242+ Kopala Daerah Pasal 2.,241010 b Bigya
Penguasa Tunggale

Mengonai pombebanan pasal 224461081 Uang Perang
sang atal insontif scbesar Rpe136.1304300,00 do
lam lampiran Keputusan Bupati Kepala Da.orah agor
dirinci kegintannya dan dilongkmpi dasar Hukum
pengaturannya scsual dengan Keputusan Menteri -
Dalam Negeri Nomor 126 Tahun ]JQ79 pomborian Urug.
Inscntif atou Usng Perangsang torscbut supayn = -
diatur deongan Poraturan Dacrah yang bosarnya di,
berikan sotinggi — tingginya 5 9 dari roalisasi
penemm%.n Docrahe :

Scsuai dengan surat Gubornur Kopala Daorah Ti

kat I Jawn Tongah tanggal 13 Marct 1992 Nomor -
903/8921 tcntong Pedoman Fenyusunan anggaran -
Pendapatan dan Delanis Doorch Tohun Anggaran =
1992/1993 supaya discdiakan dona untik Pos 2e6al

6.P6hbebanan ..-......(410 )..
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Pombebanan Pasal 2¢134141123 Sumbangan kopada Dacrah bawahan
scbesar Rpel22.,0224000,00 dari- scbagian hasil PEB dan Pajak
gorta rotribusi dari Tingkat II kopada Dcsa/Kolm'aha.n agar
dipindahkan dalam Pasal 2+13e1e1123s Pomberian bantuan kepam
do Desa/Kolurahan dari penyisihan bagian poncrimann FBB dan
Pasal 2e13.1.1124 pemberian bantuan kepada Dosa/Kclurahan dg
ri penyisihan bagian pencrimaan Pajak dan Rotribusie

Pasal 2415.1.1151. Pengoluaran tidak torsangka scbosar seees
Rpe 173464000,00 antara lain penggunaannya untuk momberikan
tunjangdn .tand,a penghargaan kepada anggota DFRD yang akan = -
berakhir masa jabatannya agar diberikan peorinciannya masings

‘maging untuk Kotua, Wakil Kotua dan Anggota DPRD dalam kolom

keterangan lampiran Koputusan Bupati Kepalao Dacrahe

BELANJ 4 PEMBANGUNGN

‘Ponyediaan krodit anggaran paéa.-l

2Pe0s743+01.008 Proyck Kescrasian 4MD Desa Wangkelang Ke'"cam'_g_i
tan Moga ( Dana = Bantuan Dacroh Tingkat I ) Unit yang bore

tcmbgﬂmg jawab adalah Kantor Bﬂ.ngdoe.

Untuk proyck yang kegiatannya sama sumbor dann maupun Umt -
yang bert'mggtmg Jawab sama agar digabungkan monjadi 1 Pasal

- misalnya s -
Te= 2Pe0elele01,003 dan 2P+0el.1.014004 menjadi
"~ = 2Ps0s141,01,003 proyck ponunjangan kogiatan dan pemblnaa.n

bld'w,ng Perckonomian; S -

- - 2P10'o8o1.01¢004 sampad déngan 21:00‘8.10000070 .

monjadi .

= 2Pe04801601¢004 eossvessesss (11)e
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. = 2Pe0e841401.004 Froyck Bantuan Pombangunan pengadann

3e

4o

Se

Ge

mambelair Madarasch Daniyah Kecamatan Potarukan dan
Kecamatan Mogoe
Ponyodioon kredit anggaran pada Program Penyompurnoan
Sarana fisik Pemcrintahan agar dialihkan l;o Program =
Umum. | o
Untuk Proyck = proyck Bantuan Pembangunan yang sumbor
dananya dari Inpres, agar discsuaikan dongan Surat Po-
ngasahan Bantuan Proyck ( SP4BP ) Tahun Anggaran 1992/
1993 dan Surat Mentcri Dalam Negori tanggal 10 Pcbrua-
ri 1992 Nomor 050/441/8J tentang Petunjuk Polaksaonaan
Program Pembangunan Dacrah Tahun Anggaran 1992/1993.
Dalam Belanja Pembangunan supaya dilongkapi dongan
- Daftar ringkasan Belanja Pembangunan menurut Unit Or
ganisasi yang dirinci monurut Scktor/Sub Sclktor,
Jumlah Proyck dan Jumlah Biaya ( Contoh &LeIIeb )e
- Daftar Proyck Multiyer ( Contoh LeXI ).
Boberapn proycl:/;oi‘is..; :lz;atan/pcmba.ng;lman ;)qxan yang tar
cantun dalam 2Fs0e4sls01 Program Rchabilitasi dan Feme
liharoan Jalan can: jobatan khususnya untuk pclakézm.::w
an bahian dan lnngiiridai dalam lampiran Keputusan Bupa-
ti Xopala Dacrah ooor dilengkapi perincian kopiatannya
nisalnya poniiaetbos jzﬁah, ldahu jalan, saluran, jambal -
an dan bangunan pclen kep lainnya yong molampaui fuas .
Jolan, schingza joias rencana kogiatamwa. ‘

Te li0i20NAL eeessevesseesesese ( 12 )o
e
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Te HMongonai pembebanan proyck ~ proyck yang sumber dananya
dari Inpres Feningkatan Jalan Kabupaten dan Inpres Dac-
roh Tingkat II yang tercantum dalam dnggaran Pendapatan
‘dan Belanja Dacrah Kobupaton Dacrah Tingkat IT Tohun -
Loggaran 1992/1993 supaya discsunikan dengan rencana -
pengesahan proyck Inpres peningkatan ( RPPIP ) dan fo -
rum Kéuangan RR ( C ) scsual hasil ropat tcknis IPJK ai

w,k'u‘t'a tanggal 15 Maret 1952 Rapat Tokni s Inprcs Doorah N
- Magkat IT di Tawangmangu tanggal 9 sampal dengan 10 ¥om
rot 1992, | -

Apabila penctapar Forubahan idngsoron I—cndo.pa.tan dan Bol-maa

Dacroh Tahun dnggaran 1992/1993 tclah melampaui masa triwue

lan I1I, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyck -

proyck baru mengingat jangka waktu proscs persiapan sanga at —
pendek schingga proyek - proyck dimaksud tidak dimungkinkan
logi 'v.:ztuk.dilaksamkan karcna men,jeia’.ng tahun anggaran ber

eihire : | Ce D

Segera dilakukan perubahan torhadap inggaran Pcnd;.patan dan

Belanja Daorah Kabupatcn Dacrah Tingkat II Femalang Tahun -

Lnggoran 199271993 -dongan mengilkuti sclurub ketentuan sepor

tl,dltctapka.n dalom Diktum — diktum torscbut diatas sambil
meaunggu perubshon dimaksud supaya dilokukan perubshan tor=
hadap Keputusan Bupa.tl Kepala Dacrah Tlngka'b II Pemalang -
tonggal 31 Maret 1992 Nomor 903/859/1992/Ku tontang Ponjobg
ron ﬂn.gga.fan Pendapatane Kegiatan Pasal dan Proyck Lnggaran
Pendapatan dan 3clanja Dacrah Tahun Lnggaran 1992/1993, ;,

"~ scsual dongan sssssveses ( 13 )‘
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" gosuai denga.n Diktum - diktum diat\aa-dan“ sotiap porubahan

Ketujuhs

Koputusan Bupati Kcpala Dacrah supaya dikirim Kopada Gu -
bernur Kopala Dacrsh Tingkat I Jawa Tongsh untuk laporan

scmoetinyne

Pengoshan dnggaran Pendapatan dan Belanja Daorah Kabupa -
ton Daoroh Tingkat II Pamalang Tohun dnggaran 1992/1993 ~
adalah pengosahan 'berhadap Peraturan Daorch tanggal 31 Mo
rot 1992 Nomor 1 .Tahun 1992 boéorta. lampiran « lampiran -

- nya,dcqgan.pcrubahm - pérubghan_goperti toroantum dalam

Diktum —~ diktum diatas dongan catatan bahwa somua jonis -~ -
ponérimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap - sah a abi
la didasarkan pada peraturan porundangen yang borlaku,

- ~"Kedola§ansBupati Kepala. Daerah Tingkat ITI Pomalang harus mongirim -

kan lapora.n Trlmzl’man mangonai roalisasi inggaran Ponder-
patan dan Belanja Dacroh Tahun Anggaran 1992/1993 sclom -

‘bat = lambatnya 1 ( 1) bulan sotolah triwulanan bersang—
- kutan berakhir dengon mongisi Contoh BeX BeXVI dan BaXVIL -

Poraturan Mentori Dalam Nogori Nomor 11 Tghun 1975 kepadat

e Gubornur Kopala Dacrah Tingkat I Jawa Tongah ( Biro Ko
uangan Bagian Anggoran Daerah ‘bawshan ) di Somarang dc
lom 3 ( tiga ) gandoe

be Kepala Inmspektorat, ﬂilaya.h Proplnsl Dacrah ’hngkat I
Jawo Tongah di Scmarang, dalam 2 (dua) goanda sertoe

Ce Pombantu Gubernur Jawa Tongah Wilayah Pckalongan di Po
kalongan.

Kesembilan seeecscrsvee ( 14 );
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K{:scr'nb"ii'an K .ao-l;ola.h monomma. KOputusan Pengosahan :Lni Kopala Daorah
. Supayo sogora mongumumkannya Galam Lcmba.ra.n Daorsh sosu
' ai dongan Pasal 9 ayat (1) dari Poraturan Pomorintoh No
mor 5 Tahun 1975 tontang Pong‘urusm, Portanggmg Jawab-'

~w - ondan PongaWasm Kewangan Dacrahe..

Kosopuluh  : Kcputusan ini borlaku pada tanggal dltota.pkan don borla

- ku surut seaa.k tanggal 1 April 1992,
Ditotapkan di ¢ Semar ang.

- Pada tgﬁgu}m,“% Moi 1092s.
. GUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT I
Java 'IENGAH

tde
ISMA:L’

Sad

SALINAN Kopu'tusam kopada Y'th. - e B

Ls Ketua Badan Pemerlksa. Keuang'm Porwakilan Jogyalca.r‘ba di Jogyakartaj
2 Divektidr Jondoral Anggaran Departoman Dalam Negeri di- Jakartas
3a Ba.rok'bur Jondcral Pomerintahan Umum don Otonomi Daorah UpeDirckto~
~ rat Kouangm Dacrah Dapartemon Daldm Nogcn' :
4. Sokrétaris Jondoral Dopartomon -Dalam Negerl Up. Kop'zla Biro Koua.ngal
- 4. Jakar‘hu, N .
5¢: Wakil Gubernur Kepala Daoruh Pingkat I Jawn Tengeh Bidang 1 dan I1;

" 6¢' Sokrotaris Wilaysh Dacrah Tingkat I Jawn Tongahj -

7« Scmun Assiston Sakwilda Tingkat I Jawa Tengahy .

8. Pombe Gubernur Jateng WilePckalongan di Fokalongan;

9¢ Kotla BAPPEDA Props.Dati I Jateng di Scmarang; . -
10+ Kopala Inspcktorat Wil.Prope Dati I Jatong di Somarang; '
11e Kcpagla Biro Hukum,Kantor Setwilda Tk I Jatong di Semdrang;

12. Bupati Kopala. Da.crah Tk II Pemalang di Pema.lang,

-vv#t‘

13» ‘Kotua DPRD Kabupaten Dacrch Tingkat II Pcm.lang.
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